bertanggung jawab ini sebagai varian dari tiadanya kesalahan (afwezigheid van
alle schuld/avas), yakni overmacht, psikis, yang ‘disebabkan’ oleh penyakit
jiwa. * Melalui pendapat Jan Remmelink tersebut, maka apabila pelaku
eksibisionisme yang dalam melakukan perbuatannya tidak atau bukan
dikarenakan pelakunya mengidap penyakit jiwa, maka terhadap pelaku

eksibisionisme tersebut seharusnya mempunyai kemampuan bertanggung jawab.

Oleh karena eksibisionisme termasuk sebagai tindak pidana dan juga
gangguan yang terdapat pada eksibisionisme bukan merupakan ketentuan dalam
Pasal 44 (1) KUHP yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka
dapat disimpulkan bahwa pelaku eksibisionisme mampu untuk bertanggung jawab

atas tindak pidana eksibisionisme yang dilakukannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dalam Bab IV, maka dapat

disimpulkan :

1. Eksibisionisme tidaklah termasuk ke dalam pengertian jiwanya cacat
dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau jiwanya terganggu
karena penyakit (ziekelijke storing) sebagaimana di maksud dalam Pasal
44 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu eksibisionisme tidaklah tidak tepat
dijadikan sebagai dasar atau alasan penghapusan pertanggungjawaban
pidana karena eksibisionisme karena eksibisionisme adalah gangguan
seksual, bukan jenis gangguan kejiwaan (psikosa berat) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu eksibisionisme

113 Jan Remmelink, Op.cit.
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merupakan suatu perbuatan pidana (strafbaarfeit) dan terhadap pelaku
eksibisionisme dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan
ketentuan Pasal 281 KUHP dan Pasal 36 jo. Pasal 10 UU Pornografi.

2. Yurisprudensi mengenai perkara eksibisionisme cenderung atau dominan
mempidana pelaku eksibisionisme dan tidak menjadikan gangguan yang
terdapat pada eksibisionisme sebagai alasan yang dapat menghapuskan
kesalahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dalam Pasal 44 ayat
(1) KUHP. Hakim cenderung tidak menjadikan gangguan yang terdapat
pada eksibisionisme sebagai alasan yang dapat menghapuskan kesalahan
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP
yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Putusan
Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013 yang melepaskan Darobi
dari segala tuntutan hukuman ialah bahwa berdasarkan Visum et Repertum
No0.441.6/36/V/2012 tertanggal 10 Mei 2012, Darobi mengalami gangguan
seks jenis eksibisionisme sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak
dapat dimintai pertanggungjawaban menurut penulis merupakan suatu
kekeliruan karena gangguan eksibisionisme tidak sesuai dengan gangguan

yang terdapat di dalam rumusan Pasal 44 (1) KUHP.

5.2 Saran
Melalui kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, adapun saran penulis adalah :

1. Perlunya ditambahi atau diperluas cakupan pemidanaan dari ketentuan
pasal 281 KUHP tentang tindak pidana merusak kesopanan (kesusilaan) di
muka umum dengan juga memasukkan unsur dengan sengaja
mempertontonkan atau memperlihatkan atau memamerkan sesuatu yang
bersifat ketelanjangan, memegang alat kelaminnya, memperlihatkan
bagian vitalnya seperti penis, vagina, payudara.

2. Perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai keadaan-keadaan seperti
apa yang dapat dikategorikan “jiwanya cacat dalam tumbuhnya”

(gebrekkige ontwikkeling) atau “jiwanya terganggu karena penyakit”
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(ziekelijke storing) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (RUU KUHP) sebagaimana yang di maksud dalam beberapa
terjemahan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berlaku saat ini sehingga tidak
menyebabkan adanya perbedaan penafsiran atau multitafsir oleh praktisi

hukum seperti hakim, jaksa, polisi maupun advokat.
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